
BABI 

PENDAHULUAN 

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam rangka memcnuhi amanat 

Pcmbulrnan UUD 45, dari rahun k e  rahun rcrus meningkat. Bcrsamaan dcngan icu 

1umloh pcnduduk terus bcrtambah, dan sejalan dengan scmakin memngkatnya 

pcmbangunan dan hasil-hasilnya, maka scmakin meningkat dan beragam pula 

keburuhan penduduk llu. Termasuk dalam kegiatan pcmbangunan Nasional itu odolah 

p<.'lllbangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan unruk kepentingan umum ini 

harus h:rus cliupayakan pclaksanaannya sc1ring dengau scmak1n bertambahnya jumlah 

pt:nduduk yang discrtru dengan semakin mcningkatnya kcmakmurannya. 

Penduduk yang scmakin bertambah dengan ttngkat kemakmuran yang 

�emnk111 baik, tentunya membutuhkon berbagai fasil11as umum seperti 

1aringan/transportasi, fosilitas pendidikan, pcribadatan, sarana olah raga, fosilitas 

komunikasi. fasilitas keselamatan umum dan sebagainya Pembangunan fasilitas

t�1htas umum sepert1 terscbut di atas, mcmcrlukan tannh sebagai wadahnya. 

Hal perscdiaan tanah masih luas, pcmbangunan fosilitas umum tcrscbut lidak 

mcncmui masalah. Tetopi persoalannya tnnah merupakan sumbcrdaya alam yang 

SJfatnya terbatas, dan tidak pemah bertambah luasnya. Tanah yang terscdio sudah 

banyak yang dilckati dcngan hak (tanah hak), dan tanah negorn sudah sangat 1crbatas 

perscJ1aannya. 
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Padu masa sckarang ini ndalah sangat sulit mclakukan pcmbangunan untuk 

kepctingan umum di atas tanah negara, dan sebagru Jalan kcluar yang ditcmpuh 

adaJah dengan mcngambil 1anah-1anah hak. Kegiatan .. mengambil .. tan:ih (olcb 

pemerintah dalam rangka pclaksanaan pcmbangunan untuk h-pcntingan umum) 

inilah yang kcmudian disebul dengan pengadaan tanah. 

Selanjutnya menurut undang-undang kegia1an kepcntingan Umum 1idak 

hanya terbatas pada kegiatan yang dilakukan Pemerintah tap1 juga oleh swasta, asaJ 

usaha 1tu benar-benar un1uk kepcntmgan umum. lnprcs Nomor 9 tahun 1973 bescrta 

lampirannya mcmbcrikau pedoman-pcdoman dalam pelaksannan pcncabutan hak dan 

bcnda-bcndu yang ada di atasnya. juga membcrikan arti kcpcnt ingan umum secara 

luas dcngan menambah daftar bidang kci,.;atan yang mcmpunyai sifa1 kepentmgan 

umum, namun masih membuka kcmungkman penafsiran lcbih Janjut (PasaJ I ayat I 

dan 2). 

Proses musyawarah juga ditcntukan sccara tegas yaitu dilakukan sccara 

langsung antara pemcgang hak atas tanah dan instansi pcmcrintah yang memerlukan 

tan:ib. dcngan dipimpin olch kcrua Panitia Pengadaan Tanah. 

Bentuk clan dasar perhitungan ganti kcrugian juga ditentukan sccara lcbih tegas dan 

leb1h adil yai1u didasarkan atas nilai nyata dengan memperhatikan nilai jual obyek 

pa;ak yang terakhir untuk tanah yang bcrsangkutan. 

Leb1h lan;ut Keppres im menentukan bahwa untuk kegiatan kepentingan 

r;;::num yang memerlukan tanah ln1rang dari J (satu) ha, pengndaan tanahnya 

laiukan seeara langsung (tanpa melalui Panitia Pengadaan Tanah) oleh instans1 
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Pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pedagang hak atas tanah dengan jual 

beb, tukar menuknr atau cara lam yang dtscpakati kedua bclah pihak (Pasal 23). 

Berlakunya Kcpprcs ini, maka Permendagri Nomor 15 Tahun 1975, dan Nomor 2 

Tahun 1976 serta Nomor 2 Tahun 1985 yang mengatur tentang pengadaan tanah 

untuk kepentingan urnum dan swasta dinyatakan tidak berlaku lagi (Pasal 24). 

Untuk melaksanakan Keppres tersebut telah dtkeluarkan pula Pernturan 

Menteri Negara Agraria/ Kepnla Badan Pcrtanahan Nasional Nonor I tahun 1994 

1entang Ketentuan Pelaksannnn Keputusan Pres1den Nomor 55 tahun 1993. 

Kepprcs Nomor 55 tahun 1993 im sebagai suatu peraturan yang rclati f baru, maka 

perlu sekali dilakukan penel1tian, sejauh mana Kepprcs tersebul diluksanakan dulam 

praktek 

Tanah mcrupakan salah satu kcbutuhun yang dipcrlukan untuk membangun 

t�pat ttnggal. Scbagian masyarnka1 adat menganggap ianah merupakan bat penting 

sebagni salah satu snrana untuk melakukan upacara adat dan memiliki hubungan crnt 

dcngan manusia. �ebab masyarnkat juga menganggap manusia berasal dnri tanah. 

Tanah bagi kehidupan manusia mcmpunyai nilai yang sangat tinggi, karena 

ndak hanya mempunyai nilai ckonomis, akan tetapi juga menyangkut masalah sos1al, 

pohttk, budaya, pstkologis, hngkungan hidup, dan bahkan aspek-aspek Hankamnas. 

crso1lan tanah juga menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia, maka tidaklah pcrlu 
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terjadi adanya penyelesaian masalah pertanahan yang hanya ditekankan untuk 

kepentingan umum semata-mata dengan mcnyebabkan hak-hak asasi manusia.1 

Masyarakat adat dahulu menganggap sepanpng penglihatannya merupakan 

tanah miliknya. Namun se1rtng perkembangan zaman, hal tcrsebut tidak bcrlaku lagi, 

sebab ncgara mulai mengambil alih dcngan membuat peraturan d:m menunjuk 

lembaga-lcmbaga setempat untuk mcmbuat surat ketcrangan alas kepcm1likan tanah. 

Yang mana, tujuannya yaitu agar pemtlik tanah terscbut mempunyai hak alas 

tanahnya secara sah. Tanah yang dim11iki berdasarkan surat kelerangan tersebul, 

tadinya diharapkan dapat mencegnh kcpc:milikan tanah olch orang yang mengaku 

atau yang bukan pcmihknya, tampaknya hanyalah scsuatu yang tidak mudah 

dilakukan mcngmgat adanya faktor ckonom1 yang memp<:ngaruhi.2 

Pada aklumya pemerinlah membcntuk lcmbaga yang dinamakan Badon 

Pertanahan Nasional unluk mengurus scmua hak tanah yang ada di Indonesia. 

Apabila neg3!3 mempunyai kepentingan alas suatu tanah maka badan ini yang 

mengurus hal tersebut, namun pada pclaksanaa1U1ya dapat pula mcngundang 

perdebatan dan kontrovcrsi dimana-mana. Pembebasan tanah yang akan 

dipergunakan untuk kepenlingan wnum seperti jalan raya dan pclayanan publik 

dinilai tidak menghargai hak masyarakat sebagai pemilik tanah dikarenakan 

pembayaran gant:i kerugian tidak sesuai dcngan yang dJinginkan oleh pemilik tanah. 

1 Soetn,no, TaJa Cara P�ndaftaran 1anah J1 lndon�ia, Rinck.a C1pta, Jabna, 2005, hlm.22. 
2 Hasan Warga Kusuma dll. Hukum Agrarla I. Pe�rlnt Prenhalindo, Jakana, 2001, him_ 14. 
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Pembebasan tanah untuk kepent mgan masyarakat umum im b1asanya melalui 

keputusan pcngadilan dengan prosedur yang telah ditctupknn. Pada hakikatnya tclah 

ada badan penaksir harga tanah yang akan dibebaskan sehingga pembayaran gantJ 

kerugian tcrsebut sebenamya sudah scbagaimana mesllnya, namun pada prakteknya 

masih ada saJa yang tidak berkenan dengan hal tersebut. Padahal dalam isi Pasal 33 

Undang-undang Dasar 1945 bahwa bum1, air dan kekayaan alarn lain yang 

rerkandung dikuasai oleh ncgara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat. Maka pada hakik:nnya ada aturan yang jelas mengenai pembcbasan tanab 

tcrsebut d1karcnakan pcmbcbasan tanah 11u memiliki aturan hukwn yang berlaku 

tcrhadapnya. 

Bcrdasarkan ural3n d1 atas maka pt!llulis hendak melakukan pcnelillan 

mcngenai pt:mbebasan tonnh masyarakat untuk kepcntingnn umum. Untuk irulah 

Jalam kesempatan mi penulis bcrkeinginan mcneliti yang nantinya akan dituangkan 

•falam bentuk suatu karya tulis ilmiah yang berjudul .. t\spek Hukum Pcmbcbasan 

Tanah di Kota Medan Untuk Kepentingan Umum (Stud1 Pada Badan Pcrtanahan 

"iasional Kota Medan)". 

\. Pengertlan dan Penegasnn Judul 

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada 

bagian diberikan pengertian dan pcnegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul 

·npsi ini adalah '·Aspck Ilukum Pembebasan Tanah Di Kota Medan Untuk 

Kepentingan Umum (Studt Pada Badan Penanahan Nasional Kota Medan) ... 
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